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RINGKASAN 

 

Proses peradilan yang sesuai dengan prosedur menjadi penentu keberhasilan dalam 

penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam peradilan pidana. Salah satu 

pembuka jalan dalam proses peradilan pidana ialah dengan ditemukannya barang 

bukti. Sebagai salah satu dari aparat penegak hukum, Penyidik harus menjalankan 

tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan benar sesuai dengan prosedur yang 

berlaku. Terdapat tahap pemeriksaan di dalam proses penyidikan. Pada tahap 

pemeriksaan tersebut, penyidik dapat memanggil para pihak yang dianggap dapat 

membantu menyelesaikan proses penyidikan dengan cepat dan tepat, yaitu saksi, 

tersangka dan jika diperlukan dapat memanggil penasehat hukum juga fungsi 

kepolisian lain untuk dimintakan keterangan ataupun saran. Setiap orang wajib 

memenuhi panggilan untuk didengar keterangannya baik ditingkat penyidikan 

maupun di persidangan dalam suatu perkara pidana. Penyidik dapat memanggil siapa 

saja yang dianggap dapat membantu dalam proses penyidikan suatu tindak pidana 

untuk dijadikan sebagai saksi. Tidak terkecuali dipanggilnya pejabat pengadilan 

untuk dimintai keterangannya sebagai saksi dalam proses penyidikan suatu tindak 

pidana. Namun, terdapat kendala pada saat penyidik akan melakukan pemanggilan 

dan pemeriksan terhadap pejabat pengadilan dalam hal ini panitera. Dikarenakan 

adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 04 Tahun 2002 tentang Pejabat 

Pengadilan yang Melaksanakan Tugas Yustisial Tidak Dapat Diperiksa, Baik 

Sebagai Saksi atau Tersangka Kecuali yang Ditentukan oleh Undang-undang. 

Sedangkan berdasarkan KUHAP, setiap orang yang dipanggil untuk dimintai 

keterangan sebagai saksi harus memenuhi panggilan tersebut. Sehingga jika 

berdasarkan asas peraturan perundang-undangan yakni peraturan yang lebih rendah 

tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, maka seharusnya 

peraturan yang diterbitkan Mahkamah Agung harus tunduk kepada prinsip hierarki. 

 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang mengkaji 

persoalan hukum dari sudut pandang ilmu hukum secara mendalam terhadap norma 

hukum yang dibentuk, dan tipe penelitian yakni meneliti adanya konflik norma, 

dimana keadaan dalam objek pengaturan terdapat 2 norma yang saling bertentangan 

sehingga terhadap objek pengaturan tersebut, hanya dapat diterapkan salah satu 

norma dengan konsekuensi norma lainnya harus dikesampingkan. Sesuai dengan 

sifat penelitian yang digunakan yakni preskriptif, maka pendekatan yang digunakan 

adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dimana 

peneliti perlu memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-

undangan atau produk hukum lainnya. Untuk menganalisis isu hukum dalam 



 

 

penelitian ini, digunakan sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, 

yang dikumpulkan, kemudian diolah dan dibagi-bagi sesuai dengan bagian 

permasalahan, kemudian disusun sedimikian rupa untuk menjawab isu hukum yang 

telah dirumuskan. 

 

Peraturan perundang-undangan tidak mengatur mengenai kualifikasi jabatan 

seseorang yang dapat ditunjuk sebagai saksi. Siapapun, tanpa mempertimbangkan 

kedudukan/jabatannya, dapat dipanggil sebagai saksi. Melihat dari Surat Edaran 

Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2002 bahwa apa yang tertuang di dalamnya 

mengakibatkan ketidakpastian hukum. Dengan adanya Surat Edaran Mahkamah 

Agung Nomor 4 Tahun 2002 membuat Pejabat Pengadilan terkhususnya Panitera, 

dapat untuk tidak menghadiri panggilan Penyidik. Selama Surat Edaran Mahkamah 

Agung Nomor 4 Tahun 2002 tersebut masih ada, maka selama itu pula pejabat 

pengadilan dalam hal ini khususnya panitera dapat selalu mengabaikan panggilan 

oleh penyidik. 

 

Bahwa jika Panitera terus menerus berpatokan kepada Surat Edaran Mahkamah 

Agung Nomor 4 Tahun 2002 akan sangat menimbulkan Ketidakpastian Hukum yang 

dapat merugikan berbagai pihak. Selain itu juga mengurangi kepercayaan masyarakat 

terhadap aparat penegak hukum yang tidak mencerminkan asas persamaan di 

hadapan hukum (equality before the law), menghambat proses penyidikan perkara 

pidana, mengakibatkan kerugian terhadap masyarakat yang berperkara (pelapor dan 

terlapor), dan menimbulkan konflik sosial. 
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ABSTRAK 

 

Kata Kunci : Penyidik, Panitera, Saksi Perkara Pidana 

KUHP dan KUHAP mengatur bahwa siapa yang dipanggil sebagai saksi, ahli atau 

juru bahasa, maka harus memenuhi panggilan tersebut atau akan diancam dengan 

pidana penjara paling lama sembilan bulan. Sedangkan kemudian Mahkamah Agung 

mengeluarkan Surat Edaran yang mengatur bahwa pejabat pengadilan yang 

melaksanakan tugas yustisial tidak dapat diperiksa baik saksi atau tersangka. Padahal 

berdasarkan asas peraturan perundang-undangan yakni peraturan yang lebih rendah 

tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, sehingga Surat Edaran 

Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2002 melanggar asas ini. Disamping itu, dengan 

adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2002 juga melanggar prinsip 

persamaan kedudukan di hadapan hukum. 

 

Peraturan perundang-undangan tidak mengatur mengenai kualifikasi jabatan 

seseorang yang dapat ditunjuk sebagai saksi. Siapapun, tanpa mempertimbangkan 

kedudukan/jabatannya, dapat dipanggil sebagai saksi. Melihat dari Surat Edaran 

Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2002 bahwa apa yang tertuang di dalamnya 

mengakibatkan ketidakpastian hukum. Dengan adanya Surat Edaran Mahkamah 

Agung Nomor 4 Tahun 2002 membuat Pejabat Pengadilan terkhususnya Panitera, 

dapat untuk tidak menghadiri panggilan Penyidik. Selama Surat Edaran Mahkamah 

Agung Nomor 4 Tahun 2002 tersebut masih ada, maka selama itu pula pejabat 

pengadilan dalam hal ini khususnya panitera dapat selalu mengabaikan panggilan 

oleh penyidik. 

 

Bahwa jika Panitera terus menerus berpatokan kepada Surat Edaran Mahkamah 

Agung Nomor 4 Tahun 2002 akan sangat menimbulkan Ketidakpastian Hukum yang 

dapat merugikan berbagai pihak. Selain itu juga mengurangi kepercayaan masyarakat 

terhadap aparat penegak hukum yang tidak mencerminkan asas persamaan di 

hadapan hukum (equality before the law), menghambat proses penyidikan perkara 

pidana, mengakibatkan kerugian terhadap masyarakat yang berperkara (pelapor dan 

terlapor), dan menimbulkan konflik sosial. 
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ABSTRACT 

 

Key Word: Investigator, Clerk of Court, Criminal Witness 

 

The Criminal Code and the Criminal Procedure Code stipulate that anyone who is 

summoned as a criminal witness, expert or interpreter must comply with the summons 

or be subject to a maximum imprisonment of nine months. Meanwhile, the Supreme 

Court issued a Circular Letter which stipulated that court staff carrying out judicial 

duties could not be examined by either witnesses or suspects. Even though based on 

the principle of statutory regulations, namely lower regulations may not conflict with 

higher regulations, so SE MA No. 4 of 2002 violates this principle. Besides that, with 

SE MA No. 4 of 2002 also violates the principle of equality before the law. 

 

Legislation does not regulate the qualifications for the position of a person who can 

be appointed as a witness. Anyone, without considering their position/position, can 

be summoned as a witness. Judging from Circular Letter of Supreme Court Number 

4 of 2002 that what is contained therein results in legal uncertainty. With the 

existence of Circular Letter of Supreme Court Number 4 of 2002, Court officials, 

especially Registrars, can not attend Investigator summons. As long as the Circular 

Letter of Supreme Court Number 4 of 2002 is still around, during that time court 

officials, in this case especially the clerks of court, can always ignore summons by 

the investigators. 

 

Whereas if the Registrar continues to adhere to the Circular Letter of Supreme Court 

Number 4 of 2002 it will greatly create legal uncertainty which can be detrimental 

to various parties. In addition, it also reduces public trust in law enforcement 

officials who do not reflect the principle of equality before the law, hinders the 

process of investigating criminal cases, results in losses to the litigants (reporter and 

reported), and creates social conflict. 
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